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WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR A4 TaAHut A0S

TENTANG
IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA [ESA
WALIKOTA SIEMARANG,

bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ckonomi di kota
Semarang perlu melaksanakan pemberdayaan terhadap pelaku
usaha mikro dan kecil;

bahwa pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf o
perlu dilakukan dengan memberikan izin kepada pelaku usalho
mikro dan kecil secara sederhana melalul penerbitan izin datlam
bentuk naskah satu lembar;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang lzin Usaha Mikro dan Keeil,

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa
Yogyakarta,

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4866);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Nepara
Republik Indonesia Nomor 52341),

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
" Nomor 244, Tambahan Lembaran Nepgara Republik Indonesia
Nomor 5587), scbagaimana telah diubah beherapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 lentung
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

&. Peraturan Pemeriniah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan
Koltamadya Daerah Tingkat 11 Semarang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang
Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten
Daerah Tingkal Il Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan
Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat Il Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 89);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5404);

9. Pecraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan
Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 40);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang
Pedoman Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814);

11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah  Kola
semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008
Nomor 15, Tambahan Lembaran Daecrah Kota Scmarang Nomor
22).

MEMUTUSKAN

Menelapkan @ PERATURAN WALIKOTA TENTANG  1ZIN USAHA MIKRO DAN
KECIL,
BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
l.  Daerah adalah Kota Semarang.
2.  Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Dacrah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
«f
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10.

1)

2)

Walikota adalah Walikota Semarang.

Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Dacrah dilingkungan
Pemerintah Daerah Kota Semarang yang menyelenggarakan
urusan pemerintah di bidang koperasi dan usaha mikro
kecil dan menengah.

Camat adalah camat dilingkungan Pemerintah Dacrah Kota
sSemarang.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang
perorangan dan/atau bhadan usaha pcrorangan  yang
memenuhi kriteria usaha mikro.

Usaha Kecil adalah usaha ekonormi produkul yang berdin
sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan
usaha yang bukan cabang perusahaan yang memiliki,
dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak
langsung dari Usaha Menengah dan Usaha Besar vang
memenuhi kriteria usaha kecil.

Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pejabat
yang berwenang berdasarkan  ketentuan  peraturan
Pcrundang-Undangan  sebagai  bukti legalitas yang
menyatakan sah bahwa usaha mikro, usaha kecil dan
usaha menengah telah memenuhi  persyaratan  dan
diperbolechkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha
tertentu.

Izin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat
IUMK adalah tanda legalitas kepada sescorang atau pelaku
usaha kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan
kecil dalam bentuk satu lembar.

Pelaku usaha mikro kecil yang sclanjutnya disingkat
dengan PUMK adalah orang yang melakukan Usaha Mikro
Kecil di lokasi yang telah ditetapkan.

BARB 1]
RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Ruang Lingkup dalam Peraturan Walikota ini meliput

pengaturan pemberian [UMK bagi PUMK.
Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota  ini adalah
sehagai pedoman dalam pemberian IUMK.

3) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah:

1)

a. Mendapatkan kepastian  dan  perlindungan  dalam
berusaha di lokasi yang telah ditctapkan;

b. Mendapatkan pendampingan untuk  pengembangan
usaha;

¢. Mendapatkan kemudahan  dalam  pemberdayaan dar
Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/ atau Lembaga
lainnya. .

BAB 11
PELAKSANAAN

Pasal 3

Camat melakukan pendataan dan menetapkan lokasi
terhadap PUMK di wilayahnya melalui lurah. &-’/
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3)

1)

1)

2)

Pendataan PUMEK sebagaimana dimaksud pada ayatr (1)
dilakukan berdasarkan:

a. Identitas PUMK

b. Lokasi PUMK yang berada di wilayah kecamatan

c. Jenis tempat usaha

d. Bidang usaha: dan

¢. Besarnya modal usaha

Penelapan lokast sebagmmana  dimaksud  pada avat (1)
dilakukan  dengan  memperhatikan kepentingan  umum,
sosial, bu(iu_yu, estelika, ekonorm, keamanan, ketertiban,
keschatan, kebersihan  lingkungan dan  sesual  dengan
ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 4

PUMK melakukan pendaltaran TUMK kepada camat.

PUMK harus melengkapi dan menyampaikan  borkas
pendaftaran kepada camat.

Tata cara pendaftaran IUMK sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) meliputi: -

d. Permohonan [UMK

b. Pemeriksaan [UMK

¢. Pemberian IUMK; dan

d. Pencabutan dan tidak berlakunya IUMK

Pasal 5

PUMK mengajukan permohonan [UMK  sebagaimana
dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a kepada camat.
Pemohon mengajukan pendaftaran dengan mengisi formulic
pendallaran dilampiri persyaratan sebagai berikut :

Surat pengantar dari RT atau RW terkait;

Kartu Tanda Penduduk;

Kartu Keluarga;

Pas photo terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2
(dua) lembar;

Permohonan TUMK sebagaimana dimaksud ayat (1) diketahun
oleh lurah terkait.
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Pasal 6

Camat melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran IUMK.
Berkas pendaftaran IUMK yang telah memenuhi persyaratan
mcnjadi dasar pemberian TUMK.

Dalam. hal berkas pendafltaran IUMK tidak memenuhi
persyaratan, camat mengembalikan berkas agar dilenglkapi
Pengembalian sebugaimana dimaksud pada ayat (3)
disampaikan kepada PUMK paling lambat 1 (satu) hari kerja
sejak tanggal penerimaan surat permaohonan.

Pasal 7

Camat memberikan TUMK dalam bentuk naskah | (satu)
lembar.

IUMK diterbitkan paling lambat | (satu) hari kerja sejak
tanggal penerimaan Surat Permohonan  Pendaftaran

diterima, lengkap dan benar, ./ &’/




3)

4)

S)

1)

Dalamm hal berkas pendaltaran UMK tdak memenuhi
persyaratan, camat mengembalikan berkas untuk
dilengkapi.

Pemberian IUMK tidak dikenakan biaya, retribusi dan/ atau
pungutan lainnya.

IUMK berlaku selama 5 Tahun dan dapat diperpanjang
setelah masa berlakunya habis,

Pasal 8

Bentuk naskah satu lembar sebagaimana dimaksud pada
pasal 7 ayat (1) mencakup hal-hal sebagai berikul:

a. Kop Surat

b, Nama lzin

¢. Nomor Surat

d. Dasar Hukum

e. Detail Pemohon terdiri dari;
1. Nama
2. Nomor KTP,
3. Nama Usaha
4, Alamat
5. Nomor Telepon
6. NPWD
7. Bentuk Usaha

f. Sistem Hologram anti pembajakan

g. Bar Code

h. Tanda tangan Camat

Naskah satu lembar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapal menggunakan perizinan sccara elektronik.

Pasal 9

Camat dapat melakukan pencabutan IUMK sebagaimana
dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) hurul d.

Pencabutan TUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat melakukan apabila pemegang I[UMK mclanggar
ketentuan Perundang-Undangan,

BAB 1V
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 10

PUMK mempunyai hak antara lain:

o,

b.

Melakukan keglatan usaha.

Mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan
terkait dengan kegiatan usaha.

Mendapatkan  pembinaan dan  kemudahan  dalam
pemberdayaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/
atau lembaga lainnya.

Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke
Lembaga Keuangan, Bank dan Non Bank. \/ * /




Pasnl 11

PUMK mempunyai kewajiban antara lain ;
a. Mematuhi ketentuan Perundang-Undangan.
b. Mematuhi Kegiatan usaha sesuai [UMK.

Pusul 12

PUMEK dilnrang melnlailkenn hal hal asehagni beriloat

a. Memperdagangkan barang dan/ atau jasa ilegal.

by LMK YHTE, keginian  sphanyae berieninngnn dengim
Peraluran Perundang-Undangar.

BABR V
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

1) Walikota melalui Dinas melakukan monitoring dan evaluasi
pendataan terhadap pemberian [IUMK olch camat.
Monitoring dan evaluas) sebagmmana dimaksud pada avatl
(1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam sctabuan
dan/ atau sewaltu waktu apabila diperlukan,

b

Pasal 14

1) Camat menyampaikan laporan  hasil  pemberian [UMK
kepada Walikota melalun Dinas,

W) Laporan schagaimana cdunalesud paca avar (1) chlaksanalkan
getiap 1 (satu) bulan sekal.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

1) Walikota melalui Dinas melakoukan  pembimaan dan
pengawasan  lerhadap pelaksanaan kegiatan pemberian
UMK olch Camat.

2) Pembinaan dan pengawasan schagainana donoksad  podi
ayat (1) meliputl;

a. Pelakeanaan kegiotoun Usuhiou Milao Toecil

I, Tasilitasl alisey penmodulun

¢, Penguatan kelembagaan

d. Pembinann dan pendampingan bunbingan weknis dan
¢. Mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha ¥
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BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2018 NOMOR 24




BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita
dacrah Kota Semarang,

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 47 ‘SUU A018

Pj. WALIKOTA SEMARANG
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" TAVIP SUPRIYANTO

Diundangkan di Semarang
Pada Tanggal J°] Tul a0ls

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

o

ADI TRI HANANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 201 NOMOR 44




